WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 8 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Menimbang

Mengingat

BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4),
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan  Administrasi Kependudukan, perlu
menetapkan  Peraturan  Walikota tentang Pedoman
Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Rahasia
Khusus;

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4634);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5080);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia omor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden 67 Tahun
2011;

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005
tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian
Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan
Petugas Registrasi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011
tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012
tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran
Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor

04);
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2010 Nomor 1), yang telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Bukittinggi  Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor
1).

21. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2005
tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi
Kependudukan (SIAK) Standar Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.

4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang
bertempat tinggal di Indonesia.

5. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai
Warga Negara Indonesia.

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi yang bertanggungjawab dan
berwenang melaksanakan pelayanan dalam wurusan administrasi
kependudukan.

7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui
Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi
Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
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8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh
Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti
autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

9. Petugas Rahasia Khusus adalah Reserse dan Intel yang diberikannya
kepadanya Kartu Tanda Penduduk Khusus atas permintaan
Kepala/Lembaga tertentu karena berkaitan dengan tugasnya.

10. Lembaga Tertentu adalah Lembaga/Kantor Instansi Vertikal di Daerah
seperti Kepolisian, Militer, Kejaksaan serta Lembaga/Instansi lain yang
memiliki tugas dan kewenangan di bidang intelijen.

11. Kartu Tanda Penduduk Khusus adalah kartu yang diberikan untuk
memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama
menjalankan tugas rahasia.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur pelaksanaan
penerbitan dokumen kependudukan bagi Petugas Rahasia Khusus dalam
rangka untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas
si pemegang dokumen kependudukan khusus.

Pasal 3
Tujuan Peraturan Walikota adalah untuk :

a. Memberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada seseorang sesuai
dengan permintaan Lembaga/Instansi yang meminta diterbitkannya
dokumen kependudukan khusus.

b. Memberikan perlindungan dan jaminan kerahasiaan identitas selama
seseorang memegang Kartu Tanda Penduduk Khusus untuk jangka waktu
tertentu.

BAB V
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI
PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Bagian Kesatu
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus

Pasal 4

(1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus,
untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas
selama menjalankan tugas rahasia.

(2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan
spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.

(3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari
Petugas Rahasia Khusus.

Pasal 5

(1) Kepala/Pimpinan Lembaga mengajukan surat permintaan Kartu Tanda
Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
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(2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wilayah kerjanya
meliputi tempat domisili Petugas Rahasia Khusus.

(3) Dalam surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai
dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus yang dikehendaki
dan jangka waktu penugasan.

Pasal 6

(1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Kartu Tanda
Penduduk Khusus.

(2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat permintaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal S5 diterima oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.

(4) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berlaku selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Penyimpanan Data Petugas Rahasia Khusus dan Pengembalian serta
Pencabutan Kartu Tanda Penduduk Khusus

Pasal 7

(1) Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam Registrasi
Khusus di Kota Bukittinggi.

(2) Data Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 8

(1) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus
sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Petugas Rahasia Khusus
wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala/
Pimpinan Lembaga.

(2) Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mengembalikan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(3) Kartu Tanda Penduduk Khusus yang dikembalikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang mencabut Kartu
Tanda Penduduk Khusus apabila Kartu Tanda Penduduk Khusus tidak
dikembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas Petugas Rahasia
Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

(2) Dalam hal Kartu Tanda Penduduk Khusus berakhir masa berlakunya
sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil berwenang mencabut.
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(3) Dalam hal masa tugas diperpanjang, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan Kartu
Tanda Penduduk Khusus sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk
Khusus yang telah dicabut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 2 April 2013

WALIKOTA BUKITTINGGI,
dto

ISMET AMZIS

Diundangkan : Bukittinggi
pada tanggal : 2 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,
dto
YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013 NOMOR 8
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